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ABSTRACT

Good public service is a reflection of good governance. One of the public services provided to the community
is the passport application service conducted by the Directorate General of Immigration through Immigration
Offices. A passport is a document that must be owned by all citizens to travel to other countries, and with the
increasing ease of traveling between countries, there has been a surge in passport applications from year to year. A
passport is also no longer an exclusive document owned only by a certain group of people but has become a document
that is almost owned by everyone, both from wurban and rural communities. This phenomenon encouraged the
researcher to examine the quality of passport application services at an Immigration Office using the SERVQUAL
analysis, particularly those that serve passport applications from communities dominated by urban and rural
populations. The researcher selected the Class I Non-TPI South Jakarta Immigration Office as the research location
representing an immigration office that serves applicants mostly from urban communities, and the Class I Non-TPI
Bogor Immigration Office representing an immigration office that serves applicants mostly from rural communities.
This study uses a qualitative method presented descriptively, resulting in findings that both the South Jakarta
Immigration Office and the Bogor Immigration Office have very good service quality but still have several
shortcomings, such as the facilities and infrastructure at the South Jakarta Immigration Office that need
improvement, especially in terms of parking space and the occurrence of applicant congestion during peak hours,
which causes applicants to have to wait longer. Meanwhile, the Bogor Immigration Office needs additional facilities
and infrastructure such as entertainment media in the waiting room to help applicants pass the time. Therefore, the
researcher formulated strategies using the SOAR analysis in order to identify what needs to be implemented by the
Immigration Office in addressing the existing problems. The researcher also provides several suggestions that can be
utilized by the Immigration Offices in delivering services, such as developing an online dashboard for queue
monitoring, encouraging the public to share positive experiences through social media, establishing cooperation with
Mampang Business Park to provide a passport collection counter and additional parking space for the South Jakarta
Immigration Office, maintaining and rejuvenating human rights-friendly facilities, providing QR code feedback at
each service counter, and using the number of passport services as an indicator for selecting exemplary employees at
the Bogor Immigration Office.
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PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik adalah cita-cita seluruh masyarakat di Indonesia. Semua orang sangat
memimpikan agar terwujudnya suatu Pemerintahan yang baik di Indonesia. Banyak yang beranggapan
dengan terwujudnya Pemerintahan yang baik tersebut, maka setiap orang akan terpenuhi hak-haknya
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sebagai Warga Negara dengan maksimal melalui pelayanan publik yang baik, Indonesia akan memiliki
pemerintahan yang berkualitas, serta Pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan
masyarakatnya (Agus Dwiyanto:2021).

Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari bagaimana kualitas pelayanan publik yang
diselenggarakannya, karena pelayanan publik merupakan esensi dari pemerintahan yang baik tersebut.
Pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
Didalam pelayanan publik tersebut, Pemerintah memiliki peran sebagai pelayan yang senantiasa
memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga pada hakikatnya pemerintah tidak melayani diri
sendiri namun juga masyarakat dan pada akhirnya tercipta kondisi yang nyaman dalam segala aspek
kemasyarakatan (Ulfa Auliana Haqie, Rifda Eka Nadiah, and Oktavira Puteri Ariyani,:2020).

Salah satu penyelenggara pelayanan publik adalah Direktorat Jenderal Imigrasi dibawah
naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Pejabat Imigrasi
sebagai pelaksananya, dimana salah satu bentuk pelayanan yang diberikan adalah dalam bentuk
Pelayanan Administratif yaitu pelayanan permohonan paspor bagi Warga Negara Indonesia di Kantor
Imigrasi.

Pada era seperti saat ini, perjalanan antar negara amat sangat mudah untuk dilakukan. Dengan
semakin mudahnya seseorang melakukan perjalanan antar negara, antusiasme masyarakat dalam
melakukan permohonan pasporpun ikut meningkat dengan seiring berjalannya waktu. Berdasarkan
data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Imigrasi diketahui bahwa dalam kurun waktu satu tahun,
yaitu pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerbitkan 3.444.903 Paspor sedangkang
pada tahun 2023 meningkat menjadi 4.619.209 atau meningkat sekitar 34%. Sedangkan pada tahun
2024 kembali meningkat yaitu sebanyak 4.838.581 atau meningkat sekitar 4,79%.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menunjang kualitas pelayanan pada Kantor Imigrasi dalam
memberikan pelayanan yang baik khususnya dalam hal pelayanan permohonan paspor. Faktor-faktor
tersebut dapat dikatakan sebagai Kekuatan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam
memberikan suatu pelayanan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah inovasi-inovasi yang dikeluarkan
oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memberikan pelayanan permohonan paspor bagi masyarakat
di Kantor Imigrasi. Infrastruktur yang memadai pada Kantor Imigrasi, Para Pejabat Imigrasi yang
professional, dan lain sebagainya.

Dalam memeberikan pelayanan permohonan paspor, dibentuknya Kantor Imigrasi memiliki
salah satu tujuan yaitu untuk menjangkau Masyarakat agar lebih memudahkan mereka dalam menerima
pelayanan permohonan Paspor. Mengingat semakin meningkatnya jumlah permohonan paspor dari
tahun ke tahun, mengindikasikan bahwa paspor bukan lagi suatu hal yang eksklusif dan identik untuk
Masyarakat menengah keatas saja. Saat ini, seluruh kalangan Masyarakat mulai menyadari seberapa
pentingnya paspor, sehingga mendorong Masyarakat untuk berbondongbondong melakukan
permohonoan. Baik itu Masyarakat dengan perekonomian menengah keatas maupun menengah
kebawah, anak-anak hingga orang dewasa, Masyarakat yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan,
dan kelompok Masyarakat lainnya.

Diantara banyaknya Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia, terdapat dua Kantor Imigrasi yang
menarik perhatian peneliti, sehingga mendorong peneliti untuk meneliti kedua Kantor Imigrasi
tersebut, sebagai lokus penelitian. Peneliti memilih Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta
Selatan dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, karena lokasi Kantor Imigrasi Jakarta Selatan yang
berada di Pusat Kota, diharapkan dapat mewakili Informan pemohon yang termasuk dalam golongan
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urban society (Masyarakat urban) sedangkan lokasi Kantor Imigrasi Bogor yang wilayah kerjanya
didominasi dengan wilayah Kabupaten Bogor diharapkan dapat mewakili Informan pemohon yang
termasuk golongan rural society. Urban Society sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk
masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan (Sri Rahayu:2017) sedangkan rural society merupakan istilah
yang digunakan untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan (Bagja Waluya:2012).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka sangat menarik untuk mengamati bagaimana

pelaksanaan pelayanan permohonan paspor di Kantor Imigasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor sekaligus mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik
dalam praktik pelayanan permohonan paspor di Kantor Imigrasi tersebut, serta menganalisa strategi
pelayanan permohonan paspor seperti apa yang sesuai bagi kedua Kantor Imigrasi tersebut.
Secara sederhana strategi sering diartikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan. Dahulu,
penggunaan strategi biasanya hanya digunakan dalam hal peperangan, yaitu dikala seorang pimpinan
perang mengatur sebuah cara untuk mengalahkan musuhnya. Namun seiring berkembangnya zaman,
konsep strategi sering digunakan tidak hanya dalam hal militer namun juga dimanfaatkan oleh berbagai
macam organisasi. Baik itu organisasi sosial, bisnis hingga organisasi pemerintahan.

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari strategi, yang
diantaranya adalah sebagai berikut: 1)Menurut Stephen K. Marrus, strategi adalah “proses dari
seseorang untuk membuatu suatu rencana yang memiliki fungsi untuk membantu memfokuskan diri
serta untuk membantu mencapai hasil atau tujuan yang telah diharapkan”; 2) Menurut Chandler,
strategi adalah “sebuah alat dari organisasi yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang diharapkan,
digunakan untuk keperluan jangka panjang, serta dimanfaatkan untuk pemrioritasan alokasi sumber
daya”; 3) Menurut Porter, strategi adalah “sebuah alat bagi organisasi yang fungsinya cukup penting,
yaitu untuk memperoleh keunggulan dibandingkan dengan organisasi lainnya”; 4) Menurut Hamel dan
Prahalad, strategi adalah “sebuah tindakan yang memiliki sifat incremental atau pada tiap-tiap waktu
mengalami peningkatan, semuanya tergantung dari sudut pandang yang akan terjadi di masa depan”.

Berdasarkan beberapa pengertian Strategi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi amat
diperlukan oleh suatu organisasi teramasuk didalam pemerintahan. Oleh karena itu, organisasi
pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus memiliki suatu strategi untuk mencapai
tujuan dari organisasinya, serta agar organisasi pemerintahannya lebih unggul ketimbang organisasi
pemerintahan lainnya. Dalam merumuskan suatu strategi pelayanan terdapat berbagai metode yang
dapat dilakukan, dan disesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi.

Metode Perencanaan Strategi atau strategic planning tools adalah teknik dan model yang
digunakan oleh penyelenggara pelayanan untuk mengetahui dimana pelayanan yang mereka
selenggarakan berada, seperti apa pelayanan tersebut dimasa depan dan metrik serta inisiatif utama
mana yang harus mereka lacak dan kejar untuk mencapai kondisi pelayanan yang baik atau yang sesuai
dengan target penyelenggara.

Salah satu strategic planning tools yang biasa digunakan oleh penyelenggara pelayanan, pemimpin
perusahaan hingga peneliti untuk menganalisis sejauh mana pelayanan yang diberikan bagi masyarakat
atau costumer adalah menggunakan analisis SOAR. Analisis SOAR merupakan analisis yang merupakan
pengembangan dari Analisis SWOT. Dengan menggunakan Analisis SOAR alih alih mengidentifikasi
Kelemahan (weakness), dan Ancaman (threat), analisis SOAR mengidentifikasi Kekuatan (strength),
Kesempatan (opportunity), Aspirasi (aspirations) dan Hasil (result). Berbeda dengan analisis SWOT,
analisis SOAR hanya melihat unsur positif sehingga tidak menganalisis kelemahan dan ancaman.

83



JurnalKajianPemerintah(JKP) P-ISSN:2442-7292

Journal of Government, Social and Politics E-ISSN:2721-9232
Volume 11 Number 2 Oktober 2025

Analisis SOAR lebih menekankan pada kekuatan (strength), termasuk bagaimana kekuatan tersebut
dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peluang (opportunity) yang ada dimasa depan sehingga dapat
dimanfaatkan menjadi faktor pendorong pengembangan bisnis.

Analisis SOAR tidak hanya menganalisis mengenai situasi saja, namun juga membantu
penyelenggara pelayanan publik dalam menetapkan tujuan dan target untuk dicapai. Analisis ini
memiliki pandangan kemasa depan dan positif tidak seperti SWOT yang menghabiskan 50% waktunya
untuk memperbaiki kelemahan dan menangkal ancaman (Rendra Krestyawan:2021). Atas keunggulan
tersebut, maka dalam penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan analisis SOAR dalam merumuskan
Strategi pelayanan publik di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan Kantor Imigrasi Bogor.

Setelah mengetahui seberapa berkualitasnya pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara
pelayanan menggunakan metode SERVQUAL, selanjutnya untuk mempertahankan atau bahkan
meningkatkan kualitas pelayanan tersebut, maka perlu dirumuskan suatu strategi yang dapat
dilaksanakan oleh para penyelenggara pelayanan. Untuk merumuskan strategi tersebut, dapat dilakukan
dengan analisis SOAR (Strenght, Opportunities, Aspiration, Result).

Analisis SOAR dikembangkan oleh Dr. Jacqueline M. Stravos, dalam jurnal SOARing Towards
Positive Transformation and Change. Stravos mengatakan bahwa analisis SOAR lahir dengan
memanfaatkan Appreciative Inquairy (Al). SOAR memanfaatkan filosofi Al dan menciptakan kerangka
kerja strategis yang memungkinkan untuk melihat sisi positif organisasi dari sudut pandang pemangku
kepentingan. Al merupakan filosofi perubahan dengan pendekatan 4D (Discovery, Dream, Design, dan
Destiny) yang membangun sebuah organisasi melalui kekuatan serta inti positif organisasi. Al dimulai
dengan mengidentifikasi hal-hal positif dan menghubungkannya dengan cara yang meningkatkan
energi, visi, dan tindakan untuk perubahan.

METODE

Agar sebuah penelitian terarah, sebuah desain penelitian harus ditentukan oleh seorang peneliti
dalam melakukan suatu penelitian dan menyusunnya dalam sebuah tulisan. Desain penelitian tersebut
merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian.
Desain penelitian memiliki tujuan untuk menjadi acuan yang jelas dan terstruktur bagi peneliti dalam
melakukan penelitiannya. Menurut Nasution, terdapat beberapa manfaat dari desain penelitian yaitu
Desain memberi pegangan yang lebih jelas kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya, Desian
dapat menentukan batas-batas penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian, Desain penelitian
selain dapat memberikan gambaran yang jelas tentang macam-macam kesulitan yang akan dihadapai
dan yang mungkin juga telah dihadapi oleh peneliti lain (Bella Karlina:2015).

Untuk mengetahui desain penelitian, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pendekatan apa
yang akan digunakan pada penelitian ini. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah Metode kualitatif yang artinya didalam penelitian ini akan lebih menekankan analisa dan
disajikan secara deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menyajikan gambaran
lengkap mengenai data-data dan informasi yang peneliti temukan selama menjalankan Observasi pada
lokasi penelitian. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa desain penelitian ini akan
menggunakan metode penelitian kualitatif dan disajikan secara deskriptif dengan memiliki sifat

induktif.
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PEMBAHASAN

Untuk mengetahui kualitas pelayanan permohonan paspor pada Kantor Imigrasi, dapat
dilakukan menggunakan beberapa metode, yang salah satunya adalah menggunakan metode
SERVQUAL dengan memanfaatkan kelima dimensi pelayanan yaitu tangibles, realibility, responsiveness,
assurance, dan empathy. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti dua Kantor Imigrasi yaitu
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan dengan karakteristik pemohonnya yang berupa
Masyarakat perkotaan, dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPl Bogor yang rata-rata pemohonnya
merupakan Masyarakat rural.

Kualitas Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan

Dalam menerima layanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, pemohon
memiliki harapan atau ekspektasi yang tinggi akan layanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Jakarta
Selatan. Ekspektasi atau harapan dapat terbentuk karena para pemohon tersebut mengikuti sosial media
yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, terutama pada sosial media Instagram. Hal tersebut
menggambarkan Masyarakat perkotaan yang sudah terbiasa hidup berdampingan dengan sosial media.
Pengakuan para pemohon tersebut dalam mengikuti sosial media Kantor Imigrasi Jakarta Selatan
disampaikan oleh seluruh Informan yang diwawancarai oleh peneliti,

Peneliti mewawancarai informan dari sisi pelaksana pelayanan publik yaitu pejabat dan petugas
pada Kantor Imigrasi Jakarta Selatan untuk mengetahui sudut pandang para pelaksana dalam
memberikan pelayanan. Adapun informan tersebut terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan Dokumen
Perjalanan yang disebut sebagai informan 1, Kepala Seksi Verifikasi dan Ajudikasi Dokumen Perjalanan
yang disebut sebagai informan 2, serta dua orang pejabat Imigrasi yang bertugas sebagai petugas
wawancara yang disebut dengan informan 3 dan informan 4.

Selain mewawancarai pelaksana, peneliti juga melakukan wawancara kepada para pemohon
paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan yang memiliki karakteristik sebagai masyarakat perkotaan,
para pemohon tersebut disebut sebagai informan 5, informan 6, dan informan 7. Informan 5
merupakan seorang Wanita berusia 26 tahun Bernama Priska Agatha Hardiyanti yang berprofesi sebagai
ASN disalah satu Kementerian yang bertempat di Wilayah Jakarta Selatan. Informan 6 merupakan
seorang pria yang berusia 29 tahun Bernama Bayu Wicaksono yang berprofesi sebagai ASN disalah satu
Kementerian yang bertempat di Wilayah Jakarta Selatan. Dan Informan 7 adalah seorang Wanita
berusia 30 tahun Bernama Yunishella Purwanty yang berprofesi sebagai karyawan swasta disalah satu
Perusahaan di wilayah Jakarta Selatan.

Tangibles (Tampilan Fisik)

Berdasarkan sudut pandang pelaksana, sarana dan prasarana yang tersedia pada Kantor Imigrasi
Jakarta Selatan dinilai sudah memadai dengan kualitas yang sangat baik. Tidak hanya memiliki sarana,
prasarana dan fasilitas bagi pemohon dari masyarakat umum saja, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga
menyediakan fasilitas Khusus bagi para pemohon berkebutuhan khusus atau lebih dikenal sebagai
pemohon ramah HAM. Beberapa fasilitas tersebut diantaranya lahan parkir, toilet khusus disabilitas,
ruang tunggu khusus disabilitas, disediakannya kursi roda, tongkat kruk, dan lain sebagainya.

Hal tersebut diutarakan oleh para informan yang peneliti wawancarai. Para informan dari sisi
pelaksana berpendapat bahwa sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sudah cukup dalam
menunjang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum dan masyarakat disabilitas. Selain itu,
bukti adanya pelayanan ramah HAM bagi pemohon berkebutuhan khusus, adalah dengan diperolehnya
penghargaan UPT percontohan ramah HAM tahun 2022 - 2023.
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Walaupun seluruh Informan sepakat bahwa Sarana dan Prasarana pada Kantor Imigrasi Jakarta
Selatan sudah sangat baik dan lengkap, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat
beberapa sarana dan prasarana yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Berdasarkan penuturan
para informan, sarana dan prasarana yang memerlukan peningkatan diantaranya adalah Perluasan
Lahan Parkir, serta Peningkatan Sarana Prasarana pada ruang tunggu lantai satu, seperti penambahan
pendingin ruangan, serta peremajaan sarana dan prasarana pada ruang tunggu lantai satu.

Selain dari aspek sarana-prasarana, penampilan para petugas juga menjadi salah satu aspek yang
diperhatikan oleh masyarakat dalam menerima suatu pelayanan. Penampilan petugas dinilai dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menerima layanan. Para pelaksana yang bertugas pada
Kantor Imigrasi merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang
memiliki aturan dalam berpakaian, oleh karena itu, penampilan dapat dikatakan sebagai cerminan dari
suatu organisasi. Semakin baik penampilan para pegawainya, maka akan sebaik pula citra organisasinya.

Pentingnya berpenampilan baik juga disadari oleh para pelaksana di Kantor Imigrasi Jakarta
Selatan. Para pelaksana mengakui bahwa cara berpakaian para pelaksana didasari pada Peraturan yang
berlaku. Selain itu, Kepala Kantor Imigrasi juga senantiasa mengingatkan para pegawai untuk menjaga
penampilan mereka, khususnya para pegawai yang bertugas sebagai pelaksana pelayanan seperti pada
konter informasi dan konter wawancara.

Segala hal yang berkaitan dengan pelayanan tersebut, seperti sarana, prasarana dan fasilitas, serta
performa para pegawai, tertuang didalam standar pelayanan. Setiap Kantor Imigrasi dalam menjalankan
pelayanan akan merumuskan standar pelayanan, untuk menjaga kualitas layanan yang mereka berikan
selama satu tahun kedepan. Dikatakan oleh para pelaksana, bahwa perumusan standar pelayanan
tersebut juga dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Standar Pelayanan tersebut diatur
didalam surat Keputusan kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Nomor
W.10.IMLIML.3-UM.01.01-102 TAHUN 2024 tentang penetapan standar pelayanan pada Kantor
Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan.

Reliability (Keandalan)

Berdasarkan wawancara dengan pelaksana pada Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, terkait dengan
reliability atau keandalan, para informan memberikan pendapat bahwa para petugas di Kantor Imigrasi
Jakarta Selatan merupakan para petugas yang profesional dan dapat diandalkan. Para informan
menyampaikan bahwa para petugas sebagai pelaksana pelayanan publik sudah menjalankan tugas sesuai
dengan SOPAP yang berlaku. Namun walaupun begitu, didalam pelayanan tentu dapat ditemui
beberapa kendala. Para informan menyampaikan beragam tanggapan mengenai kendala yang dialami
oleh petugas selama melaksanakan pelayanan. Namun walaupun begitu kendala-kendala tersebut tidak
pernah terjadi karena faktor internal. Kendala yang terjadi biasanya karena faktor eksternal kantor,
seperti matinya sistem pelayanan karena ada gangguan pada kesisteman pusat, pemohon yang hadir
tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan, maupun kuota walk-in yang tiba-tiba membeludak yang
menyebabkan terjadinya penumpukan pemohon.

Minimnya kendala yang dihadapi menyebabkan kinerja para petugas menjadi maksimal sehingga
keterlabatan dalam hal penerbitan pun hampir tidak pernah terjadi. Menurut para informan,
keterlambatan dapat terjadi ketika ada pemohon yang melakukan perubahan data identitas seperti
nama, tempat lahir dan tanggal lahir, karena setiap permohonan perubahan tersebut memerlukan
penambahan data dukung dan alur karena harus melewati adjudikasi pusat, yang terkadang
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memerlukan waktu lebih. Selain itu, keterlambatan dapat terjadi apabila terjadi gangguan kesisteman,
namun sejauh ini keterlambatan yang terjadi masih bisa ditoleransi, dan tidak menyebabkan
keterlambatan hingga melebihi dari janji pengambilan paspor yang telah ditentukan (empat hari kerja).

Jika keterlambatan terjadi, para petugas akan sesegera mungkin mencari solusinya. Menurut para
informan, ketika terjadi kendala yang menyebabkan keterlambatan, maka para petugas akan segera
mengidentifikasi penyebab keterlambatan dan sesegera mungkin mencari Solusi dari keterlambatan
tersebut. Seperti contoh menghubungi Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
apabila terjadi gangguan kesisteman atau menghubungi Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian apabila
terdapat permohonan yang memerlukan proses adjudikasi pusat.

Selain itu apabila keterlambatan terjadi cukup lama, dan berpotensi menimbulkan komplain di
masyarakat, maka pihak Kantor Imigrasi Jakarta Selatan akan menghubungi pemohon yang
bersangkutan secara pribadi dan melakukan permohonan maaf, serta menawarkan alternatif pelayanan,
seperti kompensasi paspor dikirim via pos sehingga pemohon tersebut tidak perlu datang ke Kantor
Imigrasi untuk melakukan pengambilan paspor.

Berdasarkan sudut pandang pelaksana mengenai dimensi reliability maka dapat diketahui bahwa
para petugas sebagai pelaksana pelayanan publik telah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang
berlaku, dan menurut informan, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan jarang sekali bahkan hampir tidak
pernah terjadi kendala dalam hal pelayanan permohonan paspor. Namun apabila terjadi kendala para
petugas akan sesegera mungkin mencari solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut, dan apabila
berpotensi menyebabkan komplain dari masyarakat, maka petugas akan secara personal menghubungi
pemohon yang bersangkutan untuk menyampaikan permohonan maaf dan memberikan alternatif
solusi kepada pemohon tersebut.

Responsiveness (Daya Tanggap)

Para informan menyampaikan bahwa ketika pemohon datang ke Kantor Imigrasi, para pemohon
akan disambut oleh petugas security untuk ditanyakan keperluannya dalam berkunjung ke Kantor
Imigrasi. Selanjutnya, pemohon tersebut akan diantarkan ke mesin anjungan untuk kemudian
mengambil nomor antrian. Setelah memperoleh nomor antrian, para pemohon akan diarahkan untuk
menunggu di ruang tunggu Lantai satu yang selanjutnya pemohon tersebut akan dipanggil oleh petugas
untuk melaksanakan pemeriksaan berkas. Setelah pemeriksaan berkas, para pemohon akan diarahkan
menuju ruang tunggu lantai dua, menggunakan lift. Sesampainya di lantai dua, para pemohon akan
disambut oleh petugas security lantai dua dan diarahkan untuk menunggu di ruang tunggu lantai dua.
Kemudian para pemohon tersebut akan dipanggil oleh petugas wawancara melalui speaker untuk
melakukan pengambilan foto, sidik jari dan wawancara. Setelah seluruh proses selesai, pemohon akan
diarahkan untuk kembali ke Kantor Imigrasi setelah empat hari kerja kemudian dalam rangka
mengambil paspor yang telah diterbitkan.

Seluruh petugas, selama memberikan pelayanan dituntut untuk senantiasa memberikan
pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Para informan menyamapaikan bahwa secara tertulis memang
Kantor Imigrasi Jakarta Selatan tidak memiliki standar perilaku yang mengharuskan para petugas untuk
melakukan kegiatan tertentu selama melayani. Namun, para petugas senantiasa diberi himbauan secara
lisan oleh Kepala Kantor untuk menerapkan budaya 3S “Senyum, Sapa, Salam” dalam memberikan
pelayanan.
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Para informan menyampaikan bahwa selama melaksanakan pelayanan para pelaksana akan
menjaga agar pelayanan tidak mengalami hambatan sama sekali, karena hambatan sekecil apapun dapat
menimbulkan hambatan yang lebih besar. Seperti contohnya ketika terdapat pemohon yang tidak
kooperatif dalam proses wawancara sehingga menyebabkan proses wawancara berjalan lama, maka akan
berpotensi menimbulkan hambatan yang lebih besar, seperti penumpukan pemohon. Oleh karena itu,
para informan menyampaikan bahwa hambatan sekecil apapun akan sangat dihindari.

Apabila hambatan terjadi, maka para petugas akan bertindak sigap dalam mengatasi hambatan
tersebut. Seperti contoh pada hambatan diatas, apabila terjadi hambatan pada proses wawancara maka
pemohon yang bersangkutan akan dialihkan ke petugas yang diberi wewenang menjadi seorang
Supervisor untuk dilakukan wawancara lebih lanjut di ruangan terpisah dari ruang pelayanan reguler.
Hal tersebut bertujuan, agar antrian pelayanan dapat terus berjalanan sehingga tidak terjadi
penumpukan pemohon.

Namun apabila terjadi hambatan yang tidak bisa diatasi saat itu juga, seperti gangguan
kesisteman hingga satu hari penuh, atau ternyata terdapat berkas yang harus dilampirkan oleh
pemohon, namun pemohon tersebut tidak dapat melampirkannya di hari yang sama, maka para petugas
akan menawarkan pemohon tersebut untuk melakukan reschedule di hari berikutnya, tujuannya agar
pemohon tidak membuang waktu dengan percuma di Kantor Imigrasi. Atau apabila terjadi hambatan
yang menyebabkan terjadinya penumpukan pemohon, maka pimpinan akan mengerahkan seluruh
pegawai yang bertugas di ruang cetak paspor (back office) untuk membantu para petugas wawancara
untuk membuka tambahan konter wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para informan dari sisi pelaksana diketahui,
bahwa secara garis besar, prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, hanya
terdapat beberapa tambahan seperti petugas security yang menyambut para pemohon, dan memisahkan
ruang tunggu pemeriksaan berkas dengan ruang tunggu wawancara. Para informan juga menyampaikan
bahwa para petugas akan meminimalisir terjadinya hambatan, namun apabila terjadi hambatan maka
para petugas akan segera mencari solusi dari hambatan tersebut, serta menanggulanginya atas
persetujuan atasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa baik Kantor Imigrasi Kelas I
Khusus Non TPI Jakarta Selatan, maupun Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, memiliki kualitas
pelayanan publik yang sangat baik. Hasil tersebut didapatkan berdasarkan dari wawancara, observasi
serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, terhadap informan sesuai dengan ciri khas masing
masing wilayah, lokasi, serta data-data yang ada.

Menggunakan lima dimensi SERVQUAL vyaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance, dan
empathy yang dikemukakan oleh Velerie Zeithaml, Parasuraman, dan Leonard Berry. Kantor Imigrasi
Jakarta Selatan memperoleh hasil penilaian pada setiap dimensi dengan penilaian yang sangat baik.
Hanya terdapat beberapa indikator yang memperoleh nilai baik yaitu pada sarana dan prasarana yang
mendapatkan nilai baik serta indikator kecepatan yang mendapatkan nilai baik. Para informan
memberikan penilaian baik pada sarana dan prasarana karena, minimnya lahan parkir yang tersedia
pada Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, serta memberikan nilai baik pada indikator kecepatan karena
adanya penumpukan pemohon pada jam-jam tertentu yang membuat para informan harus menunggu
lebih lama dari yang seharusnya.
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Sementara itu pada Kantor Imigrasi Bogor memperoleh hasil sangat baik pada seluruh atribut.
Namun demikian, para informan menyampaikan harapan mereka untuk disediakan fasilitas hiburan
pada ruang tunggu pelayanan, mengingat para informan yang didominasi pemohon berusia lanjut yang
bukan merupakan pengguna aktif smart phone sehingga berharap untuk disediakan media hiburan untuk
menghabiskan waktu selama menunggu untuk dilayani.
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